
SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI .AWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR  33  TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN F`UNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAI+MAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan
masyarakat,  diperlukan  struktur  organisasi  perangkat  daerah
yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal;

b.  bahwa    perkembangan     kebutuhan     masyarakat,     dinamika
pembangunan  daerah  serta  kompleksitas  permasalahan  lintas
sektor  menuntut  adanya  kelembagaan   Badan  yang  adaptif,
profesional   dan   mampu   berkolaborasi   secara   lintas   fungsi
menunjang pembangunan di Kabupaten Jember;

c.   bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan    Peraturan    Daerah
Kabupaten  Jember  Nomor  1  Tahun  2025  tentang  Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
diatur  tentang  Kedudukan,   Susunan   Organisasi,   Tugas  dan
F`ungsi   Serta   Tata   Ken.a   Badan   di   Lin8kungan   Pemerintah
Kabupaten  Jember  dengan  mengimplementasikan  penyesuaian
struktur     Organisasi     Perangkat     Daerah     dalam     rangka
penyederhanaan birokrasi;

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan di Lin8kungan Pemerintah Kabupaten Jember;
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Mengingat     :  1.   Pasal    18   ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950  tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  di lingkungan  Propinsi Jawa Timur
(Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   1950   Nomor   41),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2
Tahun   1965   tentang   Perubahan   Batas  Wilayah   Kota  praja
Surabaya  dan  Daerah  Tingkat  11  Surabaya  dengan  Mengubah
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1950  tentang Pembentukan
Daerah-daerah   Kabupaten   dalam   lingkungan   Propinsi  Jawa
Timur,   Jawa   Tengah,   Jawa   Barat   dan   Daerah   lstimewa
Yogyakarta  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1965
Nomor   19,  Tambahan   Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 2730) ;

3.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun   2014  tentang  Pemerintah
Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas    Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014     tentang
Pemerintahan  Daerah  (I+embaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

4.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023  tentang Aparatur Sipil
Negara (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6897);

5.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    21     Tahun    2008    tentang
Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor   72   Tahun   2019   tentang   Perubahan   atas   Peraturan
Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2019  Nomor  187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

7.   Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021  tentang Badan Riset
Dan  Inovasi  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021  Nomor 192);
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8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kelja  Badan  Penanggulangan
Bencana Daerah;

9.   Peraturan   Kepala  Badan   Nasional   Penanggulangan   Bencana
Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Pembentukan  Badan
Penanggulangan   Bencana   Daerah    (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);

10.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 5 Tahun 2017  tentang
Pedoman  Nomenklatur Perangkat  Daerah  Provinsi  dan  Daerah
Kabupaten/Kota     yang     Melaksanakan     F\mgsi     Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

11.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539) ;

12.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  11  Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di
Bidang  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

13.   Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  45  Tahun  2022  tentang  Jabatan
Pelaksana    Pegawai    Negeri    Sipil    di    Lingkungan    lnstansi
Pemerintah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2022
Nomor 1047);

14.   Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
Reformasi  Birokrasi   Nomor   1   Tahun   2023   tentang  Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54);

15.   Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor 7 Tahun  2023  tentang
Pedoman,  Pembentukan,  dan  Nomenklatur  Badan  Riset  dari
Inovasi  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2023
Nomor 435);

16.   Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  loo-441  Tahun  2019
tentang  Nomenklatur  Perangkat  Daerah  yang  Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  Nomor  3  Tahun   2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Jember  Tahun  2016  Nomor  3,
Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Jember   Nomor   3)
sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  Nomor   1   Tahun  2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
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2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Jember  Tahun  2025  Nomor  1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN       BUPATI       TENTANG       KEDUDUKAN,       SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS  DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DI
LINGKUNGAN PBMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalaln Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.   Bupati adalah Bupati Jember.
4.   Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5.   Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6.   Kepala   Badan   adalah   Kepala   Kepala   Badan   di   Lingkungan

Pemerintah Daerah.
7.   Kepala      Pelaksana      adalah       Kepala      Pelaksana      Badan

Penanggulangan   Bencana   Daerah   di   Lingkungan   Pemerintah
Daerah.

8.   Perangkat   Daerah   adalah   Perangkat   Daerah   di   Lingkungan
Pemerintah Daerah.

9.   Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Peljanjian Kelja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

10.   Jabatan F`ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan    tugas    berkaitan    dengan    pelayanan    fungsional    yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11.   Pejabat  Fungsional  adalah  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

12.   Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah   unsur   pelaksana   teknis   Badan   yang   melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.
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13.   Kepala    UFTD    adalah    Kepala    UPTD    di    lingkungan    Badan
Pemerintah Daerah.

14.   Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama,
pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional
yang   diangkat   untuk   memimpin   suatu   unit   keria   mandiri
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15.   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah  yang   selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Pemerintah Daerah.

16.   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat  RPJPD  adalah  Dokumen  Perencanaan  Pembangunan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

17.   Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah     Daerah    yang
selanjutnya   disingkat   RPJMD   adalah   dokumen   perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18.   Rencana Tahunan  Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana  Keria  Pembangunan  Daerah  (RKPD)  adalah  dokumen
perencanaan Kabupaten Jember untuk periode 1 (satu) tahun.

19.   Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra    Perangkat    Daerah    adalah    dokumen    perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20.   Rencana Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat   Daerah   adalah   dokumen   perencanaan   Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

21.   Penelitian  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  menurut  metodologi
ilmiah  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  berkaitan
dengan  pemahaman  tentang  fenomena  alam  dan/atau  sosial,
pembuktian   kebenaran   atau   ketidakbenaran   suatu   asumsi
dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

22.   Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan
daya dukung llmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti
kebenaran  dan  keamanannya  untuk  meningkatkan  fungsi  dan
manfaat llmu Pengetahuan dan Teknologi.

23.   Pengkajian   adalah   keSatan   untuk  menilai   atau   mengetahui
kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau
sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

24.   Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian,  pengembangan,
dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi  ke dalam
kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan
dan teknologi.
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25.   Invensi adalah  ide  inventor  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu
kegiatan  pemecahan  masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi
berupa    produk    atau    proses,    atau    penyempurnaan    dan
Pengembangan produk atau proses.

26.   Inovasi   adalah    hasil   pemikiran,    penelitian,    pengembangan,
pengkajian,   dan/atau   penerapan,   yang   mengandung   unsur
kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan,
ekonomi dan/ atau sosial.

Pasal 2

Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a.   Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan lnovasi Daerah;
b.   Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
c.   Badan pendapatan Daerah;
d.   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
e.   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f.    Badan penanggulangan Bencana Daerah.

BAB 11

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1)  Badan   merupakan   unsur   penunjang  urusan   pemerintahan   di
bidang    perencanaan,    penelitian,    pengembangan,    pengkajian,
penerapan, invensi dan bidang inovasi.

(2)  Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

( 1)  Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah, terdiri atas:
a.   Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
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3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
b.   Bidang  Perekonomian  dan  Sumber  Daya  Alam,  terdiri  atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
c.   Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d.   Bidang lnfrastruktur dan  Kewilayahan,  terdiri  atas  Kelompok

Jabatan F`ungsional dan Pelaksana;
e.   Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah    terdiri    atas    Kelompok   Jabatan    Fungsional    dan
Pelaksana;

f.    Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

9.    Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
h.   Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Sekretariat  dipimpin  oleh  Sekretaris  yang  berada  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3)  Bidang  dipimpin  oleh  Kepala  Bidang yang  berada  di  bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4)  Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5)  Bagan  Struktur  Organisasi  Badan  Perencanaan  Pembangunan,
Riset dan lnovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahhan dari Peraturan Bupati
lnl.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan
Pasal 5

( 1)  Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan   yang   menjadi   kewenangan   Daerah   di   bidang
perencanaan,     penelitian,     pengembangan,     pengkajian,     dan
penerapan,  serta Invensi  dan  Inovasi  secara berkelanjutan,  serta
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan.

(2)  Badan  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1 ) , menyelenggarakan fungsi:
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a.   penyusunan   kebijakan   teknis  di   bidang   perencanaan   dan
penyelenggaraan  penelitian,  pengembangan,  pengkajian  dan
penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;

b.   pelaksanaari tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan
penyelenggaraan  penelitian,  pengembangan,  pengkajian  dan
penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;

c.   pemantauan,   evaluasi   dan   pelaporan   pelaksanaan   tugas
dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan
penelitian,  pengembangan,  pengkajian  dan  penerapan  serta
invensi dan inovasi di Daerah;

d.   pembinaan  teknis  penyelenggaraan  fungsi  penunjang  urusan
pemerintahan      daerah      di      bidang      perencanaan      dan
penyelenggaraan  penelitian,  pengembangan,  pengkajian  dan
penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;

e.   pelaksanaan administrasi  Badan  di bidang  perencanaan  dan
penyelenggaraan  penelitian,  pengembangan,  pengkajian  dari
penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah; dan

f.    pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 6

(1)  Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,
mempu nyai           tu gas           me rencanakan ,           melaksanakan ,
mengoordinasikan    dan   mengendalikan    kegiatan    administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta
tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :
a.   penyusunan      kerangka      regulasi      dalam      perencanaan

pembangunan Daerah pada Badan;
b.   pengoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan

Daerah;
c.   pengoordinasian   pemantauan,   evaluasi,   pengendaliaan   dan

penilaian  atas  capaian  pelaksanaan  rencana  pembangunan
Daerah serta kinelja pengadaan barang/jasa milik Negara;

d.   pembinaan    dan    pemberian   dukungan    administrasi   yang
melipu ti         ketatausahaan ,         kepegawaian ,         keuangari ,
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kerumahtanggaan,  kelja  sama,  hubungan  masyarakat,  arsip
dan dokumentasi Badan;

e.   pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
f.    penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara

dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
9.   pengoordinasian   dan   penyusunan   rencana,   program   dan

anggaran di Badan;
h.   pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat;
i.    penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan

tugas; dan
j.    pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat ( 1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
a.   menyiapkan   adrninistrasi   surat   yang   meliputi   penerimaan,

pengiriman dan pendistribusian surat;
b.   menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan

kearsipan Badan;
c.   menyiapkan   penyelenggaraan   rapat-rapat   dinas,   peljalanan

dinas,   penerimaan   tamu-tamu,   keamanan   dan   kebersihan
lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

d.   menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e.   menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan

di lingkungan Badan;
f.    menyusun    rencana    kebutuhan    barang    dan    kebutuhan

pemeliharaan barang;
9.   melaksanakan    pelayanan    administrasi    dan    melaksanakan

pen gadaan ,            pemeliharaan            dan            pe n distribu siam
peralatan / perlengkapan kantor;

h.   melaksanakan    kegiatan    penatausahaan,    pengamanan    dan
perlindungan aset/ barang milik Daerah ;

i.    melaksanakan     pengusulan     seluruh     rencana     kebutuhan
kepegawaian   dan   penyelenggaraan   tata   usaha   kepegawaian
lainnya;

j.    mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan
kompetensi aparatur di unit kelja;

k.   melaksanakan  pemantauan,   evaluasi  dan  pelaporan  di  Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian;
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I.    menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
dan

in.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sub  Bagian  Perencanaan  dan  Pelaporan  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
a.   mengumpulkan    bahan    dan    pengoordinasian    penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Badan;
b.   mengumpulkan,  mengolah dan menyajikan dan data informasi

Badan;
c.   mengoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi

perencanaan dan pelaporari Daerah;
d.   mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan

kinerja,  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  laporan
pertanggungjawaban    Badan    sesuai    peraturan    perundang-
undangan yang berlaku;

e.   mengoordinasikan  penyusunan  dan  pengumpulan  peljanjian
kinelja lingkup Badan;

f.    menyiapkan   bahan   monitoring,   evaluasi   dan   pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

9.   melaksanakan  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  di  Sub
Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

h.   menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
dan

i.    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 9

(1)  Bidang   Perekonomiari   dan   Sumber   Daya   Alam   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)   huruf  b,  mempunyai  tugas
merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengendalikan   dan   mengevaluasi   perencanaan   pembangunan
daerah urusan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam dan
mengoordinasikan   pelaksanaan   Coxporafe   Soc{az   ResporLstb{Zi.ty
/CSR/ serta melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh  Kepala
Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi
meliputi:
a.   pengoordinasian       penyusunan       dokumen       perencanaan

pembangunan   Daerah   (RPJPD,   RPJMD   dan   RKPD)   bidang
perekonomian dan sumber daya alam;

b.   pengoordinasian   penyusunan   Rencana   Strategis   Perarigkat
Daerah    dan    Rencana    Kelja    Perangkat    Daerah    bidang
perekonomian dan sumber daya alam;

c.   pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya adam;

d.   pengoordinasian    pelaksanaan   kesepakatan    dengan    DPRD
terkait  penyusunan  dokumen  rencana  pembangunan  Daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)  bidang perekonomian dan sumber
daya alan;

e.   pengoordinasian    pelaksanaan    kesepakatan    dengan    DPRD
terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;

f.    pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;

9.   pengoordinasian    pelaksanaan    sinergitas   dan    harmonisasi
kegiatan   Kementerian/I+embaga  di   Provinsi   dan   Kabupaten
bidang perekonomian dan sumber daya alam;

h.  pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;

i.    pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keljasama
antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;

j.    pelaksanaan  asistensi,  monitoring  dan  evaluasi  penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang
ekonomi dan sumber daya alam;

k.   pengoordinasian    pembinaan    teknis    perencanaan    kepada
perangkat daerah Kabupaten bidang perekonomian dan sumber
daya alan;

I.    pengoordinasian  dan  fasilitasi  kemitraan  pemerintah  dengan
swasta dalam pelaksanaan CSR;

in.  pengoordinasian   sinergitas   dan   harmonisasi   perencanaan
pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya
alam;

n.   pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam;

o.   penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan
tugas; dan



-12-

p.   pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

(1)  Bidang  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Manusia  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)   huruf  c,   mempunyai  tugas
merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengendalikan   dan   mengevaluasi   perencanaan   pembangunan
daerah urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bidang  pemerintahan  dan  pembangunan  manusia  mempunyai
fungsi meliputi:
a.   pengoordinasian       penyu sunan       dokumen       perencanaan

pembangunan   Daerah   (RPJPD,   RPJMD   dan   RKPD)   bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia;

b.   pengoordinasian   penyusunan   Rencana   Strategis   Perangkat
Daerah    dan    Rencana    Kerja    Perangkat    Daerah    bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia;

c.   pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

d.   pengoordinasian    pelaksanaan   kesepakatan   dengan    DPRD
terkait  penyusunan  dokumen  rencana  pembangunan  Daerah
(RPJPD,    RPJMD    dan    RKPD)    bidang    pemerintahan    dan
pembangunan manusia;

e.   pengoordinasian    pelaksanaan    kesepakatan    dengan    DPRD
terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

f.    pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

9.   pengoordinasian    pelaksanaan    sinergitas   dan    harmonisasi
kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Daerah bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia;

h.   pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas  nasional  bidang  pemerintahan  dan  pembangunan
manusia;

i.    pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keljasama
antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
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j.    pelaksanaan  asistensi,  monitoring  dan  evaluasi  penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia;

k.   pengoordinasian    pembinaan    teknis    perencanaan    kepada
Perangkat  Daerah  bidang  pemerintahan  dan  pembangunan
manusia;

I.    pengoordinasian    sinergitas   dan    harmonisasi   perencanaan
pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan
manusia;

in.  pemantauan,  evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia;

n.   penyusunan  laporan  pertanggung].awaban  atas  pelaksanaan
tugas; dan

o.   pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal I 1

(1)  Bidang  Infrastruktur  dan   Kewilayahan   sebagaimana  dimaksud
dalaln  Pasal  4  ayat  (1)  huruf d,  mempunyai  tugas  merumuskan
kebij akan         tekni s ,         melaksanakan ,         mengoordinasikan ,
mengendalikan   dan   mengevaluasi   perencanaan   pembangunan
daerah   urusan   bidang   infrastruktur   dan   kewilayahan   serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,
bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi meliputi:
a.   pengoordinasian       penyusunan       dokumen       perencanaan

pembangunan   daerah   (RPJPD,   RPJMD   dan   RKPD)   bidang
infrastruktur dan kewilayahan ;

b.   pengoordinasian   penyusunan   Rencana   Strategis   Perangkat
Daerah    dan    Rencana    Kerja    Perangkat    Daerah    bidang
infrastruktur dan kewilayahan;

c.   pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;

d.   pengoordinasian   pelaksanaan   kesepakatan   dengan   DPRD
terkait  penyusunan  dokumen  rencana pembangunan  daerah
(RPJPD,    RPJMD    dan    RKPD)     bidang    infrastruktur    dan
kewilayahan;
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e.   pengoordinasian    pelaksanaan   kesepakatan    dengan    DPRD
terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;

f.    pengoordinasian sinergitas dan harmionisasi kegiatan perangkat
daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;

9.   pengoordinasian   pelaksanaan    sinergitas   dan   harmonisasi
kegiatan   Kementerian/Lembaga  di   Provinsi  dan   Kabupaten
bidang infrastruktur dan kewilayahan ;

h.   pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;

i.    pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keljasama
antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

j.    pelaksanaan  asistensi,  monitoring  dan  evaluasi  penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang
infrastruktur dan kewilayahan ;

k.   pengoordinasian    pembinaan    teknis    perencanaan    kepada
Perangkat    Daerah    Kabupaten    bidang   infrastruktur    dan
kewilayahan;

I.    pengoordinasian   sinergitas   dan   harmonisasi   perencanaan
pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

in.  pemantauan,  evaluasi dan  pelaporan  di  Bidang Infrastruktur
dan Kewhayahan;

n.   penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan
tugas; dan

o.   pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bidarig Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah
Pasal  12

(1)  Bidang  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan
Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf e,
mempunyai tugas:
a.   merumuskan,     pengoordinasian    serta    mensinkronisasikan

penyusunan   dan   pelaksanaan  kebijakan   perencanaan   dan
pendanaan pembangunan Daerah;

b.   menyusun    dan    melaksanakan    evaluasi,    pelaporan,    dan
pengelolaan hasil evaluasi pembangunan Daerah;

c.   melakukan  analisis,  identifikasi,  serta  pengamanan  data  dan
informasi pembangunan Daerah; dan



-15-

d.   melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2)  Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) , Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, mempunyai fungsi meliputi:
a.   pelaksanaan    analisa    dan    pengkajian    perencanaan    dan

pendanaan pembangunan Daerah;
b.   pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c.   pelaksanaan  pengumpulan  dan  analisasi  data  dan  informasi

pembarigunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
d.   pelaksanaan    pengintegrasian    dan    harmonisasi    program-

program pembangunan di Daerah;
e.   pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan  perencanaan,

pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
f.    pengoordinasian      dan      mensinkronisasikan      pelaksanaan

kebijakan perencanaan dari penganggaran di Daerah;
9.   pelaksanaan     evaluasi     terhadap     kebijakan     perencanaan

pembarigunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;

h.   pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan,  supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesual dengan kebijakan pembangunan
Daerah;

i.    pelaksanaan  identifikasi  permasalahan  pembangunan  Daerah
berdasalkan      data      untuk     mengetahui      perkembangan
pembangunan;

j.    penyajian   dan   pengamanan   data   informasi   pembangunan
Daerah;

k.   pelaksanaan   pengamanan   data   melalui   bahan   cetak   dan
elektronik sebagai bahan dokumentasi;

1.    penyusunan  evaluasi  dan  pelaporan  program  dan  kegiatain
pembangunan Daerah ;

in.  pelaksariaan  evaluasi  dan  pelaporan  program  dan  kegiatan
pembangunan Daerah ;

n.   pengelolaan   hasil   analisis   hasil   evaluasi   untuk  penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;

o.   penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan Daerah;

p.   pelaksanaan    analisa    dan    pengkajian    perencanaan    dan
pendanaan pembangunan Daerah;

q.   pengoordinasian       penyusunan       dokumen       perencanaan
pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
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r.    pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD);

s.   pemantauan,  evaluasi dan  pelaporan  di Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

t.    penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan
tugas; dan

u.   pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 13

(1)  Bidang  Riset  dan  Inovasi  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 4 ayat ( 1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan,
koo rdinasi ,       sin kronisasi ,       dan       pengendalian       penelitian ,
pengembangan,   pengkajian,   dan  penerapan,   serta  invensi  dan
inovasi  di  Daerah   secara  menyeluruh   dan   berkelanjutan,   dan
melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai laridasan dalam
perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang
belpedoman  pada  nilai  Pancasila  serta  melaksanakan  tugas  lain
yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Riset dan lnovasi Daerah mempunyai fungsi meliputi:
a.   pelaksanaan   kebijakan   teknis,    fasilitasi,    dan   pembinaan

pelaksanaan    penelitian,    pengembangan,    pengkajian,    dan
penerapan,    serta    invensi    dan    inovasi    di    Daerah   yang
memperkuat  fungsi  dan  kedudukan  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi   di   Daerah   sebagai   landasan   dalam   perencanaan
pembangunan   Daerah   di   segala   bidang   kehidupan   yang
belpedoman pada nilai Pancasfla;

b.   penyusunan  perencanaan,  program,  anggaran,  kelembagaan,
dan  sumber daya penelitian,  pengembangan,  pengkajian,  dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman
pada nilai Pancasila;

c.   pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di  bidang  riset  dan  inovasi,  kerja  sama  pembangunan  ilmu
pengetahuan    dan    teknologi    serta    kemitraan    penelitian,
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pengembangan,  pengkajian,  dan  penerapan  serta  invensi  dan
inovasi di Daerah;

d.   pemberian bimbingan teknis dan  supervisi di bidang riset dan
inovasi,   kelja   sama   pembangunan   ilmu   pengetahuan   dan
teknologi,      serta     kemitraan     penelitian,      pengembarigan,
pengkajian, dan penerapan, serta lnvensi dan inovasi di Daerah;

e.   pemantauan      dan      evaluasi     penelitian,      pengembangan,
penyelenggaraan  pengkajian dan  penerapan  serta invensi  dan
inovasi di Daerah;

f.    pelaksanaan  pembangunan,  pengembangan,  pengelolaan  dan
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
di Daerah;

9.   pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada    masyarakat    berbasis    penelitian,    pengembangan,
pengkajian,  dan  penerapan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi
yang   dihasilkari   oleh   lembaga/pusat/organisasi   penelitian
lainnya di Daerah;

h.   pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi
di Daerah;

i.    pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset dan Inovasi
Daerah;

j.    penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan
tugas; dan

k.   pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BA13 Ill
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

(1)  Badan  merupakan  unsur  penunjang  urusan   pemerintahan   di
bidang keuangan.

(2)  Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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BAB VIII
UFTD

Pasal 77

Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, uraian tugas dan
fungsi serta tata kelja UFTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf g, Pasal 15 ayat (1) huruf f, Pasal 32 ayat (1) huruf f,
Pasal 49 ayat ( 1) huruf f, Pasal 59 ayat ( 1) huruf f, Pasal 68 ayat (1)
huruf b angka 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 78

Kelompok  jabatan  fungsional  dan  pelaksana  mempunyai  tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan
jabatan     pelaksana    masing-masing     berdasarkan     ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

(1)  Kelompok  Jabatan  Fungsional  dan  Pelaksana  mempunyai  tugas
melakukan  kegiatan  sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan
tenaga pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)  Kelompok    Jabatan    Fungsional    dan    Pelaksana    sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan
tenaga pelaksana yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional
dan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

BABX

TATA KERJA

Pasal 80

(1)  Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,  Kepala Badari,
Kepala Pelaksana,  Sekretaris,  Kepala Bidang,  Kepala Subbagian,
Kepala Subbidang,  Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
wajib  menerapkan  prinsip  koordinasi,  integrasi dan  sinkronisasi
baik  dalam  lingkungan  masing-masing  maupun  antar  satuan
organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta lnstansi lain di
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-
masin8.
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(2)  Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib dan bertanggung jawab:
a.   memimpin  dan  pengoordinasian  bawahan  dan  memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
b.   mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya;
c.   mengolah  dan  mempergunakan  laporan  yang  diterima  dari

bawahannya    sebagai    bahan    penyusunan    laporan    dan
memberikan petunjuk kepada bawahannya;

d.   mengawasi bawahannya dan dalarn hal teljadi penyimpangan
agar mengambil langkah yang diperlukan; dan

e.   menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berkala secara tepat
waktu kepada atasannya.

(3)  Setiap  Pimpinan  Unit  Organisasi  dalam  menyampaikan  laporan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   huruf  e,   memberikan
tembusan  kepada  unit  organisasi  lain  yang  secara  fungsional
mempunyai hubungan.

BAB XI

JABATAN
Pasal 8 1

(1)  Kepala  Badan  adalah  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama  yang
disetarakan dengan eselon II.b.

(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
untuk Kepala Pelaksana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 68
ayat  (1)  huruf b  adalah  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama yang
disetarakan dengan eselon II.b.

(3)  Sekretaris adalah Jabatan Administrator yang disetarakan dengan
eselon Ill.a.

(4)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
adalah Jabatan Administrator yang disetarakan dengan eselon Ill.b

(5)  Kepala  Bidang  adalah  Jabatan  Administrator  yang  disetarakan
dengan eselon Ill.b.

(6)  Kepala  Subbagian  adalah  Jabatan  Pengawas  yang  disetarakan
dengan eselon IV.a.

(7)  Kepala  Subbidang  adalah  Jabatan  Pengawas  yang  disetarakan
dengan eselon IV.a.

(8)  Kepala UFTD adalah jabatan  pengawas yang disetarakan dengan
eselon IV.a.

(9)  Kepala  Sub  Bagian  Tata Usaha UFTD  adalah Jabatan  Pengawas
yang disetarakan dengan eselon IV.b.
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( 10)  Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian,  Kepala Subbidang,  Kepala UFTD,  Kepala Sub  Bagian
Tata Usaha UPI`D diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

( 1)  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat dilakukan pengisian
pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Pejabat yang saat ini menduduki jabatannya, tetap melaksanakan
tugas  dan  fungsinya  sampai  dengan  dilaksanakannya  pengisian
jabatan baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
a.   Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012  tentang Tugas

Pokok  dan  Fungsi  Organisasi  Badan  Penanggulangan  Bencana
Daerah  Kabupaten  Jember  (Berita  Daerah  Kabupaten  Jember
Tahun 2012 Nomor 54);

b.   Peraturan   Bupati   Jember   Nomor   7   Tahun    2023    tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Ftmgsi  serta Tata
Kelja  Badan   Kepegawaian   dan  Pengembangan   Sumber  Daya
Manusia  Kabupaten  Jember  (Berita  Daerah  Kabupaten  Jember
Tahun 2023 Nomor 7);

c.    Peraturan    Bupati   Jember   Nomor   8   Tahun    2023    tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta Tata
Kelja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 8);

d.   Peraturan   Bupati   Jember   Nomor   25   Tahun   2023   tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas dan  Fungsi  serta Tata
Kelja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 25);

e.    Peraturan   Bupati   Jember   Nomor   31   Tahun   2023   tentang
Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas dan  Fungsi serta Tata
Kelja  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 31) ; dan
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f.    Peraturan   Bupati   Jember   Nomor   32   Tahun   2023   tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta Tata
Kelja   Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten   Jember   (Berita
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 32).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
padatanggal    ;      Desember  2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT
Diundangkan di Jember

Desember   2025
taris Daerah,EFsalekre?

pada tanggal

ttd

Akhmad Helmi Luqman

BERITA DAERAII KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 33
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NOMOR     :            33             TAHUN2025
TENTANG :  KEDUDURAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERIA BADAN KABUPATBN JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISRT DAN INOVASI DAERAII

BADEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sekretariat

Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian
Perencanaan dan

Pelaporan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bidang Perekonomian
dan SDA

KELOMPOK JABATAN  FUNGSI0NAL DAN
PELAKSANA

Bidang
Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

KBLOMPOK JABATAN FUNGSIONAI, DAN
PELAKSANA

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Akhmad Helmi Luqman

Bidan8
Infrastruktur dan

Kcwilayahan

KELOMroK UABATAN FUNGsioNAL
DAN PELAKSANA

I         I        I         11111111         I         I         I         1111111111

11111111111111111111111[

111[[1111111[[1111[11]11

111111111111111111111111]

Sa!ina,:i 8es1!z!i,-.s!iilya

K£:.Pf:,.i.j`....i.

i(li`L).   1

H'`!KiJRA

I.,,::.'-:i,€j,€,HI:'.`V~;.I,r':.`  `.:I_L`  ._:,]`:.i`,I_..    I    :I  `Jin

$8Za!®529  £{-.}1`; i.';1.€   004

Bidang Perencanaan ,
Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAI,

Bidang Riset dan
lnovasi Daerah

KELOMPOK JABATAN
F`UNGSIONAL DAN  PELAKSANA

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT
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